MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 19 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT
APARAT PENGAWASANINTERN PEMERINTAH

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

Menimbang : a bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu
unsur manajemen Pemerintah yang penting dalarn rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang
berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing
APIP dan standar audit APIP, diperlukan sistem
pengendalian mutu audit;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu
ditetapkan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

3 Undang-Undang...




10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang PerbendaharaanNegara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tanggal 30 Maret 2007
tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/0O4/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor. PER/0O5/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.

Menetapkan....




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturanini;

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
waijib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna
memastikan bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai
dengan kode etik APIP dan standar audit APIP;

Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan
mendorong seluruh auditor APIP masuk dalam Jabatan
Fungsional Auditor, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperiunya.

Ditetapkandi: Jakarta
Pada tanggal : 1 pesember 2009




